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A. [bookmark: _Toc151295930][bookmark: _Toc164470160][bookmark: _Toc165234250][bookmark: _Toc151295931][bookmark: _Toc151296773][bookmark: _Toc151297222]Latar Belakang
[bookmark: _Toc151295932][bookmark: _Toc151296774][bookmark: _Toc151297223]Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang sering dikunjungi masyarakat untuk berobat, mereka dapat menerima layanan kefarmasian dari Apoteker berlisensi dan layanan medis dari Dokter. Umumnya tenaga kefamasian merupakan tenaga kesehatan terakhir yang akan berinteraksi dengan pasien dalam suatu siklus pelayanan kesehatan di Puskesmas. Salah satu jenis pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk mengurangi risiko penggunaan obat yang tidak diinginkan dan mendorong keberhasilan terapi pasien adalah penyediaan obat atau sediaan farmasi beserta informasi pendukungnya (Nur & Hiola, 2022).
[bookmark: _Toc151295933][bookmark: _Toc151296775][bookmark: _Toc151297224]Menurut Permenkes RI No 74 tahun 2016 Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi pada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi Pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) (PERMENKES, 2016).
[bookmark: _Toc151295934][bookmark: _Toc151296776][bookmark: _Toc151297225]Kebijakan Pelayanan Kefarmasian perlu diterapkan di Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, serta menjamin pasien mendapat pengobatan yang efektif, aman, dan efisien, meningkatkan kepatuhan pasien dalam berobat, dan menerapkan kebijakan obat di Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian. penggunaan obat yang rasional, pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien mengenai obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (Erlianti et al., 2022).
[bookmark: _Toc151295935][bookmark: _Toc151296777][bookmark: _Toc151297226]Berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian klinik merupakan bagian dari kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
[bookmark: _Toc151295936]Pentingnya pelaksanaan pelayanan farmasi di puskesmas yang sesuai standar baik pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan yang efisien dan efektif. Maupun pelaksanaan pelayanan farmasi klinik penting dilakukan karena bagian dari pelayanan kefarmasian yang bertangungjawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan BMHP dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk mengkatkan mutu kehidupan pasien. Sehingga setiap Puskesmas wajib melaksanakan dua kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut untuk mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Tarigan et al., 2023).
Pelayanan kefarmasian bukanlah suatu konsep baru dalam pelayanan kesehatan, namun pengenalan dan pengembangan pelayanan kefarmasian di pelayanan kesehatan primer, dalam hal ini Puskesmas memiliki tantangan tersendiri. Kebijakan yang mendukung pelaksanaannya sudah beberapa kali mengalami perubahan untuk mendukung standar pelayanan yang ideal (Susyanty et al., 2020).
Pelayanan farmasi klinik memiliki peran yang penting terhadap hasil pengobatan pasien. Berdasarkan hasil penelitian, pasien yang mendapatkan pelayanan farmasi klinik memiliki risiko 34% lebih rendah terhadap kejadian obat yang merugikan atau kesalahan pengobatan. Pelayanan farmasi klinik juga dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan dalam penggunaan obat untuk pasien kronis. Penelitian yang dilakukan oleh Chata et al. (2020) menunjukkan dengan adanya pelayanan farmasi klinik pasien memiliki kepatuhan meningkat hingga 36% dibandingkan dengan tidak adanya pelayanan farmasi klinik hanya 3%. Farmasi klinik juga terlibat dalam pencegahan efek samping obat.Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ahmed et al., 2021), yang melakukan evaluasi terhadap frekuensi efek samping obat dan melaporkan bahwa lebih sedikit pasien yang mendapat pekayanan farmais klinik (8,2%) yang mengalami efek samping obat dibandingkan kelompok kontrol (10,5%). Dengan adanya pelayanan farmasi klinik maka pengobatan yang diterima oleh pasien menjadi maksimal dan dapat menurunkan biaya pengobatan (Jacobi, 2016).
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di UPTD Cilacap Selatan I penulis menemukan adanya permasalahan yaitu kurangnya SDM yang memang Puskesmas harus memiliki minimal 1(satu) orang Apoteker sebagai peanggung jawab dan dapat dibantu oleh TVF. Jumlah Apoteker yang dibutuhkan dapat dihitung berdasarkan jumlah kunjungan pasien dalam 1(satu) hari dengan rasio 1(satu) Apoteker melayani 50 pasien. Sedangkan dalam 1(satu) hari di UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I ada 100 pasien di Pelayanan kefarmasian, sehingga hal tersebut mengharuskan MESO, EPO, PTO tidak dilakukan dan juga mengharuskan pegawai selain dari pegawai farmasi ikut memberikan pelayanan kefarmasian kemudian dalam proses kefarmasianya sendiri PIO dilakukan oleh TVF yang dimana PIO seharusnya dilakukan oleh Apoteker. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah standar pelayanan kefarmasian di UPTD Puskesmas Cilacap Selatan 1 sudah sesuai dengan prosedur tetap pelayanan kefarmasian yang sudah ditetapkan telah sepenuhnya dilaksanakan. Peneliti melakukan penelitian di UPTD Puskesmas Cilacap Selatan 1 Kabupaten Cilacap.
B. [bookmark: _Toc151295937][bookmark: _Toc164470161][bookmark: _Toc165234251]Rumusan Masalah
Bagaimana penerapan pelayanan farmasi klinik di UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 74 tahun 2016?
C. [bookmark: _Toc164470162][bookmark: _Toc165234252]Tujuan Penelitian
[bookmark: _Toc151295938][bookmark: _Toc164470163]Untuk mengetahui apakah Penerapan pelayanan farmasi klinik di UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I sesuai dengan Permenkes no 74 tahun 2016.
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D. [bookmark: _Toc165234253]Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan informasi tentang penerapan pelayanan farmasi klinik di UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang penerapan pelayanan farmasi klinik di UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I.
b. Bagi Lahan
Dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apa yang terjadi di UPTD Puskesmas Cilacap Selatan 1.
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